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Abstract 
The Gross Up method is a way of calculating income tax by batching net income after tax 
to get DPP, then after DPP is obtained newly multiplied by tax rate. This method can be 
used for alternative calculation of Income Tax Article 21 in relation to income tax saving 
efforts. The purpose of this study is to find out how the treatment of income tax article 
21 on the salary of company employees and to know sebesapa big differences in the 
amount of corporate tax between Gross Up method with non Gross Up. 
 This type of research is a case study that is a detailed study of a certain obek over a 
period of time with sufficient depth and thorough including ngkungan and past 
conditions. The variables in this study is the method of calculating income tax article 21 
which includes paid company, paid employer, paid company by using Gross Up. 
 The result of research shows that (1) Gross Up method can help the implementation of 
tax planning, because by using this method the company's operational expenses 
increase that is the burden of allowance PPh 21 which is charged to the company. So 
that corporate profits can be minimized. (2) Tax planning using Gross Up method is a 
concept to improve the efficiency of calculation of PPh 21 which is deducted by the 
employer and can determine the amount of tax allowance paid by the employer. (3) In 
this way the company will benefit on a fiscal basis because the income tax benefit of PPh 
21 may be a deduction from the taxable income of the employer (the company). The 
logical consequence of this method is the amount of tax payable 21 which will be paid 
by the company will be big due to the added element of tax allowance in the procedure 
of calculation of income tax 21 employees. 
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I. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah. 
Secara administratif pungutan pajak pajak langsung dan pajak tidak langsung. Beban pajak 
langsung umumnya di tanggung oleh masyarakat. Bagi wajib pajak, pajak di anggap sebagai biaya 
atau beban yang mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (profit). 
Salah satu pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Dalam sistem self 
assesment yang di anut oleh negara kita, SPT tahunan PPh wajib pajak badan merupakan sarana 
bagi wajib badan untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak 
penghasilan terutang dan di bayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian 
Undang-Undang perpajakan memberikan kepercayaan pada wajib pajak badan untuk 
melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan dengan baik. 
Peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak untuk 
selalu aktif mengikutinya supaya tidak ketinggalan informasi. Pemahaman tentang peraturan 
perpajakan penting bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar 
dan terhindar dari sanksi sanksi yang dapat merugikan wajib pajak. Self assesment system juga 
mengharuskan seorang perencana pajak untuk perencanaan pajak dengan baik. Perencanaan pajak 
dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan 
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perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Perencana pajak dapat 
memanfaatkan celah celah (loopholes) yang ada untuk menganalisis dengan cermat kesempatan 
yang ada untuk digunakan untuk digunakan dalam perencanaan pajak. Menekan penghasilan 
kena pajak dengan cara memberikan kesejahteraan kepada karyawan tidak dalam bentuk natur, 
atau dengan membagi perusahaan ke dalam divisi-divisi yang merupakan wajib pajak tersendiri. 
Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan CV. MUSTIKA Mojokerto. Perusahaan belum 
menerapkan perencanaan pajak dengan menggunakan metode Gross Up sehingga penelitian ini 
dianggap perlu guna memberikan masukan pada perusahaan. Selain itu perhitungan mengenai 
PPh pasal 21 memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yang di maksud adalah mengenai 
perubahan keadaan subyek pajak dari waktu ke waktu seperti kondisi ekonomi, kondisi keluarga, 
jabatan dan masa kerja/pensiunan. (Setiorahardjo, budi dan Doni budiono, 2007:1), sehingga 
metode ini menarik untuk di bahas lebih lanjut. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pajak penghasilan 
Pengertian pajak penghasilan menurut penjelasan undang undang No.17 tahun 2000 pasal 4 
ayat 1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat 
dipergunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut. Definisi tersebut 
memberikan pemahaman bahwa setiap tambahan kemampuan pendapatan yang dterima wajib 
pajak akan dikenakan pajak. 
Resmi (2003:74) mendefinisikan pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan 
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun 
pajak . Definisi lain dikemukakan oleh Mardiasmo (2008:129) yang menyatakan pajak penghasilan 
adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. Kedua definisi tersebut memiliki persamaan yaitu pajak 
penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Adapun dasar hukum 
pajak penghasilan dijelaskan resmi (2003:74) dan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan 
(2008) adalah: Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia 
adalah Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU No.7 Tahun1991,  
UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000; Peraturan pemerintah; keputusan Presiden; 
Keputusan Menteri keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun surat edaran Direktur 
jenderal Pajak. 
Pada tahun 2008 diperbarui oleh dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 
2006 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak 
penghasilan. Adanya perubahan Undang-Undang pajak pendapatan harus dicermati oleh 
masyarakat yang memiliki pajak penghasilan, yang merupakan subjek pajak penghasilan. Hal ini 
agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penaksiran undang-undang tersebut. 
2. Jenis jenis pajak penghasilan. 
Pajak penghasilan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan subjek pajak, Pajak 
penghasilan menurut Mardiasmo (2008:129) adalah : 
a) Orang Pribadi 
b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 
c) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan 
lainnya. 
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d) Bentuk usaha tetap (BUT) 
 
3. Objek PPh Pasal 21 
Markus dan Yujana (2004:108) mendefinisikan objek pajak adalah suatau perbuatan atau 
keadaan atau peristiwa yang menjadi dasar Subjek Pajak dikenai Pajak. Mardiasmo (2008:160) 
menyatakan wajib pajak PPh 21 adalah : 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur 
berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan 
komisaris atau anggota Dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang 
tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan 
jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pajak, tunjanagan iuran, pensiun, 
tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan 
penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai 
secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafitikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari 
raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang 
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh 
pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang 
diterima peserta pendidikan, pelatuhan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. 
d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan 
pembayaran sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. 
e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 
kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam Negeri. 
 
4. Tarif Pajak PPh 21 
Mardiasmo (2008:162-163) dan menyatakan tarif pajak dan 
Penerapannya untuk PPh 21 adalah:  
a. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh (diperbarui UU No 36 tahun2008), diterapakan atas 
penghasilan kena pajak 
b. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh (diperbarui UU No 36 tahun 2008), diterapkan atas 
penghasilan bruto. 
c. Tarif sebesar 15% 
d. Tarif sebesar20 
e. Tarif final 
 
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan dan cara perhitungan 
PPh Pasal 
Penghitungan besarnnya PPh yang harus dilunasi selama tahun Berjalan, baik sebagai 
pembayaran uang muka PPh maupun sebagai pembayaran final PPh, dilakukan berdasarkan kira-
kira saja (syelsel fiksi). Karena itu DPP biasannya ditetapkan sebesar jumlah bruto atau 
penghasilan bruto atau sebesar jumlah neto atau penghasilan neto yang di kira- kira. Perkiraan 
neto yang dikira-kira disebut perkiraan neto. (Markusdan tajuna, 2004:294).  
Berdasarkan UU pasal 4 ayat 1 yang dikutip markus dan Yujana, (2004:294) perkiraan 
penghasilan neto adalah: ”penghasilan neto yang ditentukan sebagai SPP yang angkanya dihitung 
berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan perhitungan yang sebenarnnya, yang besarnya 
biasanya ditentukan sebesar sekian persen dari jumlah bruto”. Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat 1 
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yang dikutip Markus dan Yujana, (2004:295), penjabaran penghasilan neto adalah: ”penghasilan 
bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 
6. Rekonsilisai laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan Fiskal 
Terkait dengan rekonsilis laporan keuangan akuntansi dengan Laporan keuangan fiskal, 
suandy (2008:78) menyatakan: Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara 
akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan 
kena pajak perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntasi komersial 
yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan 
dengan biaya-biaya terkait (matching cost against revennue), sedangakan dari segi fiskal tujuan 
utamanya adalah penerimaan Negara. Suandy (2008:79) menyatakan perbedaan antara laporan 
keuangan komersial dengan laporan kuangan fiskal dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: 
“perbedaan waktu dan perbedaan tetap/permanen”. Kedua perbedaan tersebut dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Perbedaan waktu (timing differences) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 
ketidaksamaan waktu pengakuan pengahasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan 
SAK. Perbedaan waktu dibedakan menjadi perbedaan waktu positif yaitu terjadi apabila 
pengakuan beban akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan 
penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau 
penghasilan tujuan akuntansi. perbedaan waktu negative terjadi jika  
b. ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial 
atau akuntansi, mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut 
ketentuan pajak.  
c. Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah pebedaan yang terjadi karena 
peraturan perpajakan menhitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK 
tanpa ada koreksi di kemudian hari. 
7. Kinerja Karyawan 
Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan produksi 
barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang 
sangat penting di gunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi 
selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang di harapkan atau belum. Akan tetapi dalam 
kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang 
mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 
pekerjaan/atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang di pengaruhi oleh 
berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006:26). 
8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 
Menurut Scermerhorn, Hunt dan Osborn, (2000:256) terdapat tiga faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja, yaitu atribut individu, kemampuan untuk bekerja dan dukungan 
operasional. 
a. Atribut individu, dengan adanya berbagai atribut individu yang melekat pada individu akan 
dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan kecakapan 
individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan, terdiri dari karakteristik 
demografi, misalnya: umur, jenis kelamin dan lain-lain, karakteristik kompeteisi, misalnya: 
bakat, kecerdasan, kemampuan dan keterampilan dan karakteristik psikologi, yaitu nilai-nilai 
yang dianut, sikap dan kepribadian. 
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b. Kemampuan untuk Bekerja, dengan berbagai atribut yang melekat pada individu untuk 
menujukkan adanya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi, hanya untuk 
mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha atau kemauan untuk bekerja keras karena 
kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memacu usaha kerja serta 
dapat memberikan suatu arah dan ketekunan. 
c. Dukungan Operasional, dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya 
dukungan atau kesempatan dari organisasi/perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi 
keterbatasan baik dari karyawan maupun perusahaan. Misal kelengkapan peralatan dan 
perlengkapan kejelasan dalam memberikan informasi. 
Jadi kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kinerja yang dicapai karyawan dipengaruhi 
tiga hal, dukungan serta kesempatan yang diberikan perusahaan adalah hak yang mutlak 
sedangkan kemampuan merupakan sesuatu yang ada didalam diri karyawan sendiri yang dapat 
dikembangkan. 
 
III. METODE PENELITIAN  
 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 
dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan pada suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 
(Sugiyono, 2012) dengan mengacu pada definisi diatas metode penelitian pada dasarnya 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk 
mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin 
dicapai. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Umar(2008:23) menyatakan bahwa studi 
kasus adalah: ”Penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu 
dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. 
Alasan digunakan jenis penelitian ini adalah karena akan dicari solusi atas penggunaan metode 
penelitian pajak penghasilan pasal 21 yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk menghemat 
pembayaran pajak. 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Menghitung PPh pasal 21 
a. PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja dengan metode tanpa Gross Up. 
Pajak penghasilan pasal 21 CV. Mustika dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja dan PPh 
21 karyawan diberlakukan sebagai beban pajak penghasilan yang akan merugikan secara fiscal 
karena menurut Undang-undang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf (h) beban pajak 
penghasilan adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan didalam perhitungan 
penghasilan kena pajak perusahaan. Ada 2 cara perhitungan PPh pasal 21 tahun 2009. Berikut ini 
adalah contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan.  
1) Direktur  
Direktur status Kawin dengan anak 2 (K/2) sehingga perhitungannya 
Direktur Utama 
Gaji pokok per bulan   1.500.000,00 
Tunjangan transport      585.000,00 
Tunjangan makan      182.000,00 
Tunjangan kesehatan      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan  3.017.000,00 
Biaya jabatan       108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%      150.850,00 
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 (258.850,00) 
Penghasilan netto sebulan  2.758.150,00 
Penghasilan netto setahun  12x Rp.2.758.150,00   = Rp. 33.097.800,00 
PTKP: 
Wajib Pajak               13.200.000,00 
Istri     1.200.000,00 
Tambahan 2 anak   2.400.000,00 
           (16.800.000,00) 
Penghasilan kena pajak Setahun 16.297.800,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun 5%x Rp. 16.297.800,00  = Rp. 814.890,00 
          814.890,00 
PPh 21 Sebulan:  Rp. 814.890,00 = Rp. 12 67.907,50 
 
2) Manajer Pemasaran 
 Manajer pemasaran status Kawin dengan anak 2 (K/2) sehingga  
 Perhitungannya: 
Manjer pemasaran: 
Gaji pokok perbulan   1.250.000,00 
Tunjangan transport      234.000,00 
Tunjangan makan      156.000,00 
Tunjangan kesehatan      250.000,00 
Penghasilan bruto sebulan 
Biaya jabatan 108.000,00 Tunjangan hari tua 5% 94.500,00 
         (202.500,00) 
Penghasilan netto sebulan          1.687.500,00 
Penghasilan netto Setahun: 12x   Rp. 1.687.500,00  = Rp. 20.250.000,00 
PTKP: 
Wajib Pajak           13.200.000,00 
Istri              1.200.000,00 
2 Anak              2.400.000,00 
Penghasilan kena pajak setahun      (16.800.000,00) 
Pajak penghasilan (PPh) 21 setahun         3.450.000,00 
5%x3.450.000,00             172.500,00   
          172.500,00 
PPh 21 sebulan   Rp.172.500:12              14.375,00 
 
3) Manajer operasional 
Manajer Operasional status kawin dengan anak 2 (K/2) sehingga 
Perhitungannya: 
Manajer operasioanal 
Gaji per bulan     1.250.000,00 
Tunjangan transport       117.000,00 
Tunjangan makan       156.000,00 
Tunjangan kesehatan      250.000,00 
Penghasilan     1.773.000,00 
Biaya jabatan           108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%            88.650,00 
      (196.650,00) 
Penghasilan netto sebulan      1.567.350,00 
Penghasilan netto setahun 12 x Rp.1.576.350,00  = Rp. 18.916.200,00 
PTKP: 
Wajib Pajak      13.200.000,00 
Istri         1.200.000,00 
2 anak         2.400.000,00 
 (16.800.000,00) 
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Penghasilan kena pajak Setahun   21.116.200,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun  5%x Rp. 2.116.200,00  = Rp. 105.810,00 
          105.810,00 
PPh 21 Sebulan:  Rp.105.810:12     = Rp. 8.817,50 
 
4) Manajer Keuangan dan adminitrasi 
Manajer keuangan dan adminitrasi status Kawin dengan anak 1 (K/1) Sehingga 
perhitungannya: 
Manajer Keuangan dan adminitrasi 
Gaji perbulan      1.250.000,00 
Tunjangan transport        117.000,00 
Tunjangan makan        156.000,00 
Tunjangan Kesehatan        250.000,00 
Penghasilan sebulan     1.773.000,00 
Biaya jabatan 108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%          88.650,00 
    (196.650,00) 
Penghasilan netto sebulan     1.567.350,00 
Penghasilan netto setahun  12 x Rp.1.576.350,00  = Rp. 8.916.200,00 
PTKP: 
Wajib Pajak    13.200.000,00 
Istri       1.200.000,00 
2 anak       2.200.000,00 
(15.800.000,00) 
Penghasilan kena pajak Setahun  Rp. 3.316.200,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun 5% x Rp. 2.116.200,00  = Rp.  165.810,00 
 165.810,00 
PPh 21 Sebulan:    Rp.105.810:12    + Rp.   13.817,50 
 
b. PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja dengan metode Gross Up 
1) Perhitungan tunjangan pajak penghasilan dengan metode Gross Up 
Pemberian tunjangan pajak kepada karyawan oleh perusahaan dilakukan dalam rangka 
upaya perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak. Metode Gross Up dilakukan 
untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja, sama 
besarnya dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh Pegawai tetap. 
Dengan menerapkan metode Gross Up, maka penerima penghasilan tidak membayar pajak 
penghasilan pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan 
penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja/pemotong pajak. Dengan pemberian tunjangan 
pajak, juga akan menguntungkan bagi karyawan karena tunjangan PPh akan penghasilan 
pasal 21 terutang Karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan 
PPh pasal 21 terutang yang dibayar karyawan. 
Berikut ini adalah contoh perhitungan tunjangan pajak Penghasilan dengan metode Gros Up 
a) Direktur Utama mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 16.297.800,00. Jadi 
Direktur tersebut termasuk dalam lapisan Pertama (kelompok pendapatan kena pajak Rp 0–Rp. 
25.000.000,00) dengan tarif 5% maka tunjangan pajaknya (TP) adalah sebagai Berikut: 
(Penghasilan kena pajak xTarif Pajak)- Komponen Pengurang )  
 0,95  
Besarnnya komponen pengurang 
5% x 0 = 0,00 
 0,00  
Perhitungan: 
= 16.297.800,00 x 5,00% - 0,00 
 0,9 
= 857.778,95 setahun 
= 71.481,58 sebulan 
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(a) Manajer Pemasaran mempunyai mempunyai penghasilan kena pajak(PKP) sebesar Rp. 
3.450.000,00. Jadi Manajer pemasaran tersebut termasuk dalam lapisan pertama (kelompok 
pendapat Kena pajak Rp. 0- Rp25.000.000,00) dengan tarif 5% maka tunjangan pajaknnya (TP) 
 
Adalah sebagi berikut: 
(Penghasilan kena pajak xTarif Pajak)- Komponen Pengurang)  
 0,95 
Besarnya komponen pengurang  
5% x 0 = 0,00 
 0,00  
Perhitungan: 
= 3.450.800,00 x 5,00% - 0,00 
 0,95  
= 181.578,95 setah 
= 15.131,58 sebulan 
 
(b) Manajer Pemasaran mempunyai mempunyai penghasilan kena pajak (PKP ) sebesar Rp. 
2.116.000,00. Jadi Manajer pemasaran tersebut termasuk dalam lapisan pertama (kelompok 
pendapat kena pajak Rp. 0- Rp25.000.000,00) dengan tarif 5% maka tunjangan pajaknnya (TP) 
adalah sebagi berikut: 
(Penghasilan kena pajak xTarif Pajak)- Komponen Pengurang)  
 0,95 
Besarnnya komponen pengurang  
5% x 0 = 0,00 
 0,00  
Perhitungan: 
= 2.116.800,00 x 5,00% - 0,00 
 0,95 
= 111.378,95 setahun  
= 9.281,58 sebulan 
 
(c) Manajer Keuangan dan adminitrasi mempunyai mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) 
sebesar Rp.3.316.200,00. Jadi Manajer keuangan dan adminitrasi tersebut termasuk dalam 
Lapisan pertama (kelompok pendapatan kena pajak Rp. 0-Rp. 25.000.000,00) dengan tarif 5% 
maka tunjangan pajaknya (TP) adalah sebagai berikut:  
(Penghasilan kena pajak xTarif Pajak)- Komponen Pengurang) 
 0,95 
Besarnnya komponen pengurang  
5% x 0 = 0,00 
 0,00 Perhitungan: 
= 2.116.800,00 x 5,00% - 0,00 
 0, 
= 174.536,84 setahun 
= 14.544,74 sebulan  
2) Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up  
Apabila PPh pasal 21 yang dbayar perusahaan diberikan perusahaan dalam bentuk 
tunjangan PPh, maka PPh Pasal 21 tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya menurut 
ketentuan perpajakan. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dengan adanya tunjangan 
pajak dengan metode Gross Up. 
(a) Direktur 
Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross Up untuk direktur adalah: 
Gaji per bulan     1.500.000,00 
Tunjangan transport       585.000,00 
Tunjangan makan       182.000,00 
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Tunjangan kesehatan       750.000,00 
Tunjangan pajak         71.481,58 
Penghasilan bruto sebulan   3.088.481,58 
Biaya jabatan        108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%  154.424,08 
(262.424,08) 
Penghasilan netto sebulan 2.826.057,50 
Penghasilan netto setahun 12 x Rp.2.836.057,50  = Rp. 33.912.690,00 
PTKP: 
Wajib Pajak    13.200.000,00 
Istri       1.200.000,00 
2 anak       2.400.000,00 
            (16.800.000,00) 
Penghasilan kena pajak Setahun        17.112.690,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun 
5%x Rp. 17.112.690,00 855.634,50 
 855.634,50 
PPh 21 Sebulan:  
Rp. 855.634,50:12 77.302,88 
(1) Manajer Pemasaran 
Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross Up untuk manajer 
Pemasaran adalah: 
Gaji per bulan     1.250.000,00 
Tunjangan transport       234.000,00 
Tunjangan makan       156.000,00 
Tunjangan kesehatan       250.000,00 
Tunjangan pajak         15.131,58 
Penghasilan bruto sebulan   1.905.131,58 
Biaya jabatan        108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%  95.256,58 
(203.256,58) 
Penghasilan netto sebulan 1.701.875,00 
Penghasilan netto setahun 20.422.500,00    12x Rp. 1.701.875,00 
PTKP:  
Wajib pajak   13.200.000,00 
Istri      1.200.000,00 
2 anak      2.400.000,00 
(16.800.000,00) 
Penghasilan netto setahun  3.622.500,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 setahun 5% x 3.450.000,00  = Rp. 181.125,00  
          181.125,00 
PPh 21 sebulan Rp.172.500:12  = Rp. 15.093,75 
(2) Manajer operasional 
Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross Up untuk manajer Operasional adalah: 
Gaji per bulan     1.250.000,00 
Tunjangan transport       117.000,00 
Tunjangan makan        156.000,00 
Tunjangan kesehatan       250.000,00 
Tunjangan pajak           9.281,58 
Penghasilan bruto sebulan   1.782.281,58 
Biaya jabatan        108.000,00 
Tunjangan hari tua 5% 89.114,08  
        (197.114,08) 
Penghasilan netto sebulan  1.567.167,50 
Penghasila netto setahun 12 x Rp.1.576.350,00  = Rp. 19.022.010,00 
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PTKP: 
Wajib Pajak   13.200.000,00 
Istri      1.200.000,00 
2 anak      2.400.000,00 
(16.800.000,00) 
Penghasilan kena pajak Setahun   2.222.010,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun 5%x  Rp. 2.116.200,00  = Rp. 111.00,50 
                         111.00,50 
PPh 21 Sebulan: Rp.105.810:12  = Rp. 9.258,38 
(3) Manajer Keuangan dan adminitrasi 
Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross Up manajer Keuangan dan adminitrasi 
adalah: 
Gaji perbulan      1.250.000,00 
Tunjangan transport        117.000,00 
Tunjangan makan        156.000,00 
Tunjangan Kesehatan        250.000,00 
Penghasilan sebulan       1.773.000,00 
Biaya jabatan         108.000,00 
Tunjangan hari tua 5%  88.650,00 
(196.650,00) 
Penghasilan netto sebulan 1.567.350,00 
Penghasilan netto setahun  12xRp.1.576.350,00  = Rp. 18.916.200,00 
PTKP: 
Wajib Pajak   13.200.000,00 
Istri      1.200.000,00 
2 anak      2.200.000,00 
 (15.800.000,00) 
Penghasilan kena pajak Setahun 3.316.200,00 
Pajak penghasilan (PPh) 21 Setahun 5%x Rp. 2.116.200,00  = Rp. 165.810,00 
PPh 21 Sebulan: Rp.105.810:12  = Rp. 13.817,50 
Untuk perhitungan Gross Up hanya dilakukan untuk jabatan direktur sampai manajer, 
mengingat karyawan lainnya, pendapatan bersih kena pajak masih dibawah PTKP, sehingga tidak 
terkena pajak penghasilan. 
 
c. Melakukan Koreksi fiskal dengan metode Gross Up dan tanpa Gross Up 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal yang dihasilkan dari metode 
perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Gross Up dan tanpa Gross Up sehingga dapat 
diperkirakan jumlah pajak penghasilan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis menujukkan 
bahwa dengan menggunakan metoge Gross Up, maka biaya tunjangan PPh 21 yang dikeluarkan 
oleh perusahaan diakui dalam laporan fiscal, sehingga akan mengurangi laba karena pajak 
perusahaan, sehingga pajak penghasilan perusahaan akan menurun 
Besarnya penghematan pajak penghasilan adalah: 
Tabel 1 Penghematan pajak penghasilan 
 Tanpa Gross Up Gross Up Selisih 
Pajak 5.115.900,50 4.944.739,63 171.160,87 
Sumber: Data diolah 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanpa menggunakan metode Gross Up 
besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 
5.115.900,50. sedangkan dengan menggunakan metode Gross Up besarnnya pajak penghasilan 
yang dibayarkan oleh CV. Mustika sebesar Rp 4.944.739,63. Sehingga diperoleh penghematan 
pajak sebesar Rp. 171.160,87. Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan bahwa dengan 
menggunakan metode Gross Up, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak, karena 
tunjangan pajak pengahasilan yang dikeluakan oleh perusahanan dapat diakui sebagai pengurang 
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pendapatan kena pajak 
 
2. Melakukan Koreksi fiskal dengan metode Gross Up dan tanpa Gross Up 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal yang dihasilkan dari metode 
perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Gross Up dan tanpa Gross Up sehingga dapat 
diperkirakan jumlah pajak penghasilan perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis menujukkan bahwa dengan menggunakan metoge Gross Up, maka 
biaya tunjangan PPh 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan diakui dalam laporan fiscal, sehingga 
akan mengurangi laba karena pajak perusahaan, sehingga pajak penghasilan perusahaan akan 
menurun. Besarnya penghematan pajak penghasilan adalah: 
Tabel 2 Penghematan pajak penghasilan 
 Tanpa Gross Up Gross Up Selisih 
Pajak 5.115.900,50 4.944.739,63 171.160,87 
Sumber: Data diolah 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanpa menggunakan metode Gross Up 
besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 
5.115.900,50. sedangkan dengan menggunakan metode Gross Up besarnnya pajak penghasilan 
yang dibayarkan oleh CV. Mustika sebesar Rp 4.944.739,63. Sehingga diperoleh penghematan 
pajak sebesar Rp. 171.160,87. Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan bahwa dengan 
menggunakan metode Gross Up, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak, karena 
tunjangan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahanan dapat diakui sebagai pengurang 
pendapatan kena pajak.  
Penelitian ini dilakukan pada CV Mustika yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor 
khususnnya suplaier bahan batu-batuan. Dalam kegiatan usahannya perusahaan belum 
menerapkan perencanaan pajak dengan metode Gross Up sehinnga penelitian ini dianggap perlu 
guna memberikan masukan pada perusahaan. Selain itu perhitungan mengenai PPh pasal 21 
memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yang dimaksud adalah mengenai perubahan 
keadaan subyek pajak dari waktu seperti kondisi ekonomi, kondisi keluarga, jabatan, dan masa 
kerja/pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh pasal 21 
terhadap gaji karyawan perusahaan dan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan besarnya 
pajak perusahaan antara metode Gross Up dengan non Gross Up.  
Dalam praktek bisnis pajak penghasilan pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu 
PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan pph pasal 21 
dibebankan kepada perusahaan dengan metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 
dimaksudkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak (Tax saving). 
metode Gross Up merupakan cara perhitungan pajak penghasilan dengan membrutokan 
penghasilan neto setelah pajak untuk mendapatkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak), lalu setelah 
DPP didapat baru dikalilkan dengan tarif pajak. Cara ini dapat digunakan untuk alternatif 
perhitungan PPh pasal 21 dalam kaitannya dengan upaya penghematan pajak penghasilan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Gross Up, maka CV Mustika dapat 
melakukan penghematan sebesar Rp. 171.160,87. Sebagai akibat meningkatnya beban operasional 
perusahaan karena adanya tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan atas pajak penghasilan 
karyawan. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan metode Gross Up dapat 
meningkatkan penghematan pajak pendapatan perusahaan. 
 
V. KESIMPULAN 
Penelitian ini dilakukan pada CV. Mustika sidoarjo dengan tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimana perlakuan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan perusahaan dan untuk 
mengetahui seberapa besar perbedaan besarnya pajak perusahaan antara metode Gross Up dengan 
non Gross Up. 
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Kesimpulan Umum yang dapat dari penelitian ini adalah: 
a. Dalam praktek bisnis pajak penghasilan pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu 
PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan pph 
pasal 21 dibebankan kepada perusahaan dengan metode Gross Up dalam perhitungan PPh 
pasal 21 dimaksudkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak 
(Taxsaving). 
b. Metode Gross Up merupakan cara perhitungan pajak penghasilan dengan membrutokan 
penghasilan neto setelah pajak untuk mendapatkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak), lalu 
setelah DPP didapat baru dikalilkan dengan tarif pajak. Cara ini dapat digunakan untuk 
alternative perhitungan PPh pasal 21 dalam kaitannya dengan upaya penghematan pajak 
penghasilan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
a. Metode Gross Up dapat membantu pelaksanaa tax planning, karena dengan penggunaan 
metode ini beban opersional perusahaan bertambah yaitu adanya beban tunjangan PPh 21 
yang dibebankan kepada perusahaan. Sehingga laba perusahaan dapat diminimalkan. 
Metode Gross Up lebih terfokus pada jarak penghasilan karyawan (PPH pasal 21). 
b. Perencanaan pajak dengan metode Gross Up merupakan suatu konsep untuk meningkatkan 
efisien penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dan dapat 
menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayarkan pemberi kerja. 
c. Dengan metode ini perusahaan akan diuntungkan secara fiskal, karena tunjangan pajak 
penghasilan PPh pasal 21 dapat menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak pemberi 
kerja (perusahaan). Konsekuensi logis dari metode ini adalah jumlah PPh 21 terutang yang 
akan dibayarkan perusahaan akan menjadi besar akibat ditambahkannya unsur tunjangan 
pajak dalam prosedur perhitungan PPh 21 karyawan. Tetapi bila perusahaan dalam posisi 
laba secara signifikan, penerapan metode Gross Up ini akan menguntungkan karena 
perusahaan terhindar dari koreksi positif atas pembenahan bebanpajak penghasilan dalam 
laporan laba rugi perusahaan meskipun harus membayar PPh 21 lebih besar dari pada 
dengan menerapkan penghitungan tanpa tunjangan pajak (tanpa Gross Up) 
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